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Pahala menjelaskan
aset hadiah itu bakal
diganti Dito menjadi
hibah tanpa akta.
Permasalahan harta
Menpora disebut cuma
salah pengisian.

Canora Yuri Nuracam
redoksiiE mediaindzncsio. com

ANGEAH Komisi Pemberan

tasan Korupsi (KPK) menghlari-

fikasi laporan harta kekayaan

penyelenggara negara (LHKPN)
Menteri Pemuda dan Olahraga Dito
Ariotedjn melalni panggilan telepon
mendapat kritik, Cara itu disebut Gdak
efektif dan efisien.

Dite mencantumbkan sumber kekaya
an senilai Rp2R2 miliar yang setengah-
nya berasal dart hadiah. Namun, Men
pora lidak menyebutkan dengan jelas
soal kategori hadiah yang dimaksud

“Tujuan komunikasi dalam pengisian
LHEPN itu cross checked (cek silang) apa
yang dilaporkan. Berkomunikasi bisa
saja dilakukan, Tapi lebih lengkap jika
petugas LHKPN bertanya langsung apa-
kah yang dilaporkan sesuai bukd buki
yang ada,” ujar pimpinan KPK periode
20152019, Saut Sumorang, ketka di
hubungi kemarin,

Selain melakukan pengeeckan lang:
sung. Saut mengatakan petugas perln
rnencari bukt lain di luar kontak pejabat
yang hersangkutan. Tujuannya memas-
tikan kenball harta kekayaan vang dila
porkan itu tidak mencurigakan.

Panggilan wlepon dilakukan oleh
Deputi Pencegahan dan Monitoring
KPK Pahala Mainggolan, "Menpera ini
tadi pagi kita klarifikasi. Saya yang

Klarifikasi lewa
Telepon tidak E

menelepen Menpora. Nanyain ini apa
dalamnya, suratnya apa, kan diaenggak
lampirin surat apa-apa loh,” kata Pahala
d Gedung KPK, Jakarta Selatan, kemarin,

Menurut Pahala, Menpora salah meng-
sl penjelasan aset i, Pabalo menjelas
kan aset hadiah itn hakal diganti Dite
menjadi hibah tanpa akta. Permasalahan
harta Menpora disebut cuma salah peng-
isian.

“Kita klarifikasi. apa sih Pak yang isi-
nya hadiah? Akhirnya disimpulkan dan
beliau setuju bahwa beliau akan me-

revish LHEPN, dari hadiah mau digand

jadi hibah tanpa akta. Saya terangkan
hadiah it konotasinya gratifikasi meski
pun dari keluarga,” ungkap Pahala.

Ia menjelaskan, meskipun harta di
peroleh sebagai hadiah vang diberikan
kepadda sang istrd, segala hal di dalamnya
termasuk harta istri dan anak tetap ha-
Tus masuk ke pelaporan LHKPN, “Tapi
kalau istri misalnya dapat dari orangtua-
nya, ity harta kita. Jadi saya bilang, istri
sama anak itu selagi dalam tanggungan
masuk LHKPN, Jadl df sind disebut ada
tanah Rp20 miliar memang masih nama
mertua, cuma sudah diberi ke fstel, Jadi

Hasil Klarifikasi Menpora Dito Ariotedjo

kepada KPK

= Dito menaisi ketarangan hadiah sebagai asal kekaysannya

berdasarkan saran dari seseorang.

i
= Akan marevis LHKPN dar kategoe hadiah digantl hitah tanpa akta. 'IT.' m

kawasannya, saharga Rp10.000,000.000.

® Harta yang dlaporkan dgabung dengan millk &, ‘:I. {

u |tri Dita mendapat banyax nadiah dari orangtuanya. @
Perincian Aset Dito Ariotedjo Hasil Hadiah i

® Tangh dan bargungn seluas 3,623 m2/3,838 m2 / h

o Jakarta Timur senhanga Rpt14.193.000.000.
" Tanah dan bangunan ssluas 488 m2/236 m2, tidak diketahui

n Tanah dan bangunan seluas 348,85 m2346,65 m2 o Jakark Pusal Lo

seharga Rp17.350.000.000.

nTanah dan bangunan ssluas 382,13 m2/382,13 m2 di Jakarta Selatan

saharga Rp20.052.355.600,

® Mabil Toyota Alphard 2,50 tahun 2019 seharga Rpo00.000.000,
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tinggal hmggu waktu aja. Lantas ada

heberapa asetjuga senilai Rpl7? M sudah

arla nama istrinya,” ucap Pahala.
Pahala juga menjelaskan pengisian

LHKPN memang dilakukan tanpa me-

nyertakan bukf pendulung, Pejabatjuga

cuma perly memperkirakan harga dan

mermasukkan asal-usul harta yang di
datanya dengan hermadalkan kejujuran.

Sidang etik

Dewan Pengawas (Dewas) KPK kema
rin rampung menggelar sidang etik per-
dana terhadap Wakil Ketua KPR Johands
Tanak. Namun, johanis berdalih cuu
dan tidak bisa hadir dalam persidang
an efiknya. Peradilan instansi itu lalu
divunda sampai Kamis (27/7).

Johanis Tanak diduga melanggar Pazal
4ayat 1huruf], Pasal 4ayat L huruf b, dan
Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Dewan
Pengawas No 3 Tahun 2021 wemang Pene
gakan Kode Liik dan Kode Perilaku KPK.

Johanis diharap hadir memenuhi
persidangan etik nant. Sikap keoperatif
darinya bakal membuat peradilan in
stansi itu cepat kelar.

Sehelumnya, Johanis merasa pereak ap-
annya dengan pejabhat Kementerian
Lnergl dan Sumber Daya Mineral Idris
Sihite tidak salah. “Saya dianggap
melanggar kode crik, tapl sava sendiel
meraza tdak melanggar,” ungkapnya
melalud keterangan tertulis, jumat (21/7),
(TndMGNX-6)
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